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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 

PERSETUBUHAN YANG MENYALAHGUNAKAN HUBUNGAN 

KEPERCAYAAN DI DALAM KELUARGA 

 

(Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla) 

 

Oleh : 

PINKAN RESANNITA 

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

atau disebut UU TPKS merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan 

pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan 

seksual. Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana 

persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga. 

UU TPKS mengatur terkait unsur-unsur serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang 

timbul dari tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, 

ketergantungan seseorang, pemaksaan, dan menyesatkan dengan menggerakan 

seseorang untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul baik dengan pelaku 

atau dengan orang lain. Rumusan masalah pada penelitan ini yaitu Bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang 

menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga? dan Bagaimana dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam 

keluarga. 

 

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Adapun sumber dari penelitian ini seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 285 KUHP, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf a, b, dan c. Tahap  

yang akan dilakukan yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, lalu 

data akan diolah akan dipaparkan dalam bentuk uraian dan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga 

telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, serta dasar 
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pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis didasarkan pada bukti yang ada, sementara 

aspek filosofis dan sosiologis menekankan keadilan, rehabilitasi, dan relevansi 

dengan norma Masyarakat. 

 

Saran pada penelitian ini yaitu dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum 

khususnya hakim dan jaksa perlu lebih memperhatikan terkait unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana sehingga tujuan pemidanaan terhadap pelaku dapat 

memberikan keadilan baik kepada korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Dalam 

pertimbangan hakim, hakim perlu secara konsisten meningkatkan pemahaman dan 

implementasi nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam praktik penegakan hukum 

melalui pelatihan berkelanjutan yang terfokus serta memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam hukum baik secara 

implementasi maupun evaluasi terhadap putusan yang dikeluarkan dikarenakan 

sinergi dengan masyarakat diperlukan, di mana publik diberikan peran strategis 

untuk mengevaluasi putusan demi menjaga integritas peradilan. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, 

Persetubuhan, dan Hubungan Kepercayaan.



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF SEXUAL 

INTERCOURSE THAT ABUSE TRUST RELATIONSHIPS 

WITHIN THE FAMILY 

 

(Study of Decision Number 161/Pid.B/2023/ District Court of Kla) 

 

By: 

PINKAN RESANNITA 

 

Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, also known 

as the TPKS Law, is a legal instrument aimed at preventing, addressing, protecting, 

and rehabilitating victims of sexual violence. One form of sexual violence is sexual 

intercourse that abuses trust within the family. The Criminal Acts of Sexual 

Violence Law regulates the elements and criminal sanctions for perpetrators of 

crimes who abuse their position, authority, trust, or influence arising from 

deception, exploiting vulnerability, inequality, or dependency, using coercion, and 

misleading someone to engage in sexual intercourse or indecent acts, either with 

the perpetrator or with another person. The research problem formulation in this 

study is: What is the criminal responsibility for perpetrators of sexual intercourse 

who abuse trust within the family? And what is the basis for judges' considerations 

in imposing criminal sanctions on perpetrators of sexual intercourse who abuse 

trust within the family? 

 

This research method uses a normative juridical approach. The data used are 

secondary data. The sources for this study include the Criminal Code (KUHP), 

specifically Article 285, the Criminal Procedure Code, and Law Number 12 of 2022 

concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Article 6 letters a, b, and c. The stages 

to be undertaken include data selection, data classification, and data 

systematization. The data will then be processed and presented descriptively and 

qualitatively. 

 

The results of the study regarding the criminal liability of perpetrators of sexual 

intercourse that abuses trust within the family are appropriate and meet the 

elements of criminal liability, as well as the basis for the judge's considerations the 

juridical aspect is based on available evidence, while the philosophical and 

sociological aspects emphasize justice, rehabilitation, and relevance to societal 

norms. 
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This research suggests that in law enforcement, law enforcement officials,  

particularly judges and prosecutors, need to pay greater attention to the elements 

of criminal responsibility so that the goal of sentencing perpetrators can provide 

justice for victims, perpetrators, society, and the state. In judicial considerations, 

judges need to consistently improve their understanding and implementation of 

philosophical and sociological values in law enforcement practices through 

focused, ongoing training and provide opportunities for the public to actively 

participate in the law, both in implementation and evaluation of decisions. This is 

because synergy with the public is necessary, with the public given a strategic role 

in evaluating decisions to maintain judicial integrity. 

 

Keywords: Criminal Accountability, Judicial Considerations, Sexual 

Intercourse, and Trust Relationship
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MOTO 

 

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta 

kesulitan ada kemudahan." 

(Q.S.  Al-Insyirah 5-6) 

 

“Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan 

menganugerahkan kepada kamu yang lebih baik daripada apa (tebusan) yang 

telah diambil dari kamu dan Dia akan mengampuni kamu.” 

(Q.S. Al-Anfal:70) 

 

“Orang yang bekerja dengan hati tidak akan pernah merasa terbebani. 

Tantangan adalah makanan sehari-hari. Jika kita jujur pada diri sendiri dan 

tetap konsisten pada tujuan, dunia akan membuka jalan, sesulit apa pun kondisi 

finansial atau waktumu.” 

(Susi Pudjiastuti) 

 

" Hanya juara sejati yang bangkit dan menunjukkan nilai mereka setelah 

kekalahan." 

(Sir Alex Ferguson)
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum pidana ialah mencakup larangan untuk melakukan suatu perbuatan, 

syarat- syarat terhadap seseorang yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan 

cara mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana.
1 Larangan dari 

melakukan suatu perbuatan itu agar seseorang tidak dikenakan hukuman 

yang berupa siksaan atau penderitaan untuk menjaga ketertiban dalam 

bermasyarakat. 

Selain memberi efek jera dan menghukum pelaku, hukum pidana juga 

memiliki tujuan melindungi masyarakat umum dari perbuatan yang dapat 

merugikan serta dapat memberi kesempatan pada pelaku untuk 

memperbaiki diri atas perbuatan pelaku melalui berbagai macam proses 

seperti pendekatan keadilan restoratif, serta pembinaan di lembaga 

pemasyarakatan. Selain itu hukum pidana juga mengatur bagaimana 

pemenuhan hak-hak korban sehingga hukum pidana dapat memberikan 

keadilan dan keamanan bagi korban suatu tindak pidana. 

Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materil dan 

hukum pidana formil yang membedakan antara keduanya adalah hukum 

pidana materil merujuk pada peraturan hukum yang menciptakan arti delik 

dan pelanggaran, juga hal-hal yang perlu dipenuhi terhadap seseorang guna 

dijatuhi suatu hukuman. Dalam lingkup hukum pidana materil terstruktur 

dalam dua ranah yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.2 

 

 

1 Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, ed. M Rizqi Azmi, 1st ed. (Tangerang Selatan: 

Nusantara Persada Utama, 2017). 
2 Padrisan Jamba dkk., “Pengantar Hukum Acara Pidana”, ed. Parningotan Malau (CV. Gita Lentera, 

n.d.). 



2  

Hukum pidana umum, bersumber utama pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), mengadili tindak pidana yang berlaku secara umum seperti 

perkosaan, pembunuhan, penganiayaan. Berbeda dengan itu, hukum pidana 

khusus bersumber dari undang-undang di luar KUHP, mengadili tindak 

pidana yang sifatnya khusus, seperti kekerasan seksual, korupsi, pencucian 

uang. Lalu, hukum pidana formil lebih cenderung ke arah peraturan hukum 

seperti langkah-langkah atau tata cara untuk memberi hukuman pada individu 

yang melanggar suatu aturan pidana materil. Hukum Pidana formil juga 

mecakup regulasi-regulasi mengenai langkah dalam menjaga ataupun 

menjalani suatu hukuman dari hukum pidana.3 

Tindak Pidana kekerasan seksual menjadi tindak pidana yang kerap kali 

terjadi dalam masyarakat, tindak pidana kekerasan seksual merupakan 

tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan 

kesusilaan. Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja 

dan dapat dilakukan oleh siapapun baik di lingkungan keluarga, pertemanan, 

hingga pendidikan. 

Kekerasan seksual sendiri memiliki berbagai bentuk perbuatan seperti 

kekerasan fisik yang meliputi perbuatan perkosaan, perbuatan cabul, 

perbuatan melanggar kesusilan, eksploitasi seksual, penyiksaan dan 

perbudakan seksual. Selain itu, terdapat pula bentuk kekerasan seksual non-

fisik seperti pelecehan verbal dan perbuatan asusila di media sosial, maupun 

kekerasan sosial melalui media elektronik. Kekerasan seksual dapat 

menyebabkan dampak buruk bagi psikis korbannya terutama kepada 

perempuan, hal tersebut dikarenakan pada kasus kekerasan seksual yang 

terjadi dilakukan oleh laki-laki dan tentu akan sangat disayangkan apabila 

kasus kekerasan seksual ini dibiarkan begitu saja tetapi belum terdapat 

tindakan tegas oleh pihak berwajib dalam menangani tindak pidana tersebut, 

hal tersebut dikarenakan kasus kekerasan seksual ini tergolong kejahatan 

yang sulit dideteksi secara langsung.4  

 
3 Padrisan Jamba dkk., Op.Cit., hal, 3. 
4 Nurul Lisa Andriani, Aroma Elmina Martha. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 
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Data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Tahun 2021 mencatat ada 1.164 

laporan kasus perkosaan di Indonesia, jumlah ini turun 12,9% dari tahun 

2020 (1.336 kasus). Provinsi Sumatera Utara melaporkan kasus perkosaan 

terbanyak pada 2021 dengan 202 kasus, diikuti Nusa Tenggara Timur 

dengan 80 kasus. Sementara itu, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan 

menyoroti data tahun 2022, yang mana kekerasan seksual menjadi jenis 

kekerasan berbasis gender yang paling banyak dilaporkan. Komnas 

Perempuan menerima 2.228 laporan kasus kekerasan seksual, yang 

mencakup 65% dari total 3.422 laporan kekerasan berbasis gender pada 

tahun itu.5 

Di Provinsi Lampung pada Januari hingga Juli 2024 tercatat 382 kasus 

kekerasan berbasis gender, ini termasuk dalam 8 kasus yang diterima 

langsung oleh Damar yang merupakan lembaga advokasi perempuan dan 

anak 20 kasus dari media massa, dan 354 kasus berdasarkan data simfoni. 

6Dalam beragam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Lampung 

tersebut terdapat fakta bahwa tindak kekerasan seksual dilakukan oleh 

pelaku dengan berbagai latar belakang mulai dari keluarga, teman, rekan, 

tetangga, hingga orang lain yang tidak dikenal. 

Indonesia memiliki regulasi khusus terhadap tindak pidana kekerasan 

seksual yaitu terdapat pada Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang disebut sebagai UU 

TPKS. UU TPKS mengatur secara jelas terkiat substansi hukum mulai dari 

kategori perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual, sanksi pidana 

terhadap pelaku, upaya pencegahan berbagai bentuk Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, serta penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak 

korban, hingga koordinasi antar pemangku kebijakan dalam upaya 

 
2021”. Prosiding Seminar Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam. hal 54 
5 Reynaldy Vallentino Lily Lamma dkk., “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kasus Perkosaan 

Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice” 

2024. 
6 Lampung Geh, “Lampung Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Ada 382 Kekerasan hingga Juli 

2024” Kumparan, 31 Juli 2024 https://kumparan.com/lampunggeh/lampung-darurat- kekerasan-

perempuan-dan-anak-ada-382-kekerasan-hingga-juli-2024-23EklXlqqHS/full,  (Diakses 2 Maret 

2025). 
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pencegahan dan penanganan pelaku dan korban tindak kekerasan seksual 

agar dapat terlaksana dengan efektif.7 

Perkara pidana khususnya tindak pidana kekerasaan seksual dengan bentuk 

persetubuhan, kekuasaan kehakiman kebebasan dan kemandirian seorang 

hakim dijamin melalui Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Hakim berwenang dalam memberikan keadilan 

yang diimplementasikan dalam proses persidangan dengan penjatuhan 

putusan pada kasus tindak pidana termasuk dalam kekerasan seksual 

khususnya tindak pidana persetubuhan. Hakim memiliki hak prerogatif 

untuk menentukan masa tahanan seorang terdakwa, hakim wajib 

menggunakan hak preogratifnya untuk mencari nilai-nilai hukum serta 

pertimbangan berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga 

menjadi bahan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana 

persetubuhan yang dalam hal ini merupakan implementasi dari pasal 5 

Undang- undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 8 

Fakta hukum perkara pada penelitian ini yang terdapat pada Putusan Nomor 

161/Pid.B/2023 PN Kla adalah seorang pria berinisial TS berusia 51 tahun 

yang melakukan perbuatan cabul serta perkosaan di kediamanya terhadap 

korban yang diakui sebagai anak kandungnya. Korban yang pada awalnya 

merupakan seorang wanita yang sedang mencari informasi mengenai orang 

tua kandungnya pada tahun 2021 dikarenakan orang tua angkat korban yang 

selama ini merawat korban telah meninggal dunia. Korban mendapat 

informasi bahwa pelaku merupakan orang tua kandung korban dan 

dihubungi oleh pelaku yang mengaku sebagai orang tua kandung korban 

walaupun sebenarnya pelaku tidak yakin bahwa korban merupakan anak 

kandungnya, sehingga terjadilah pertemuan antara pelaku dan korban di 

kediaman saudara dari orang tua angkat korban. Setelah dilakukanya 

pertemuan tersebut, korban memutuskan untuk tinggal di kediaman pelaku. 

 
7 Donna Okthalia Setiabudhi, dkk. “Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana  

Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum”. Amanna Gappa, Vol. 31 No.2. (2023). hal. 132 
8 Nazhif Aldimas Syahreza, dkk, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2627?Pid.Sus/2019/Pn Sby)”, Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Volume 8 Number 2, (2022). hal. 1124-1125. 
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Pelaku melakukan serangkaian perbuatan cabul dan pemerkosaan terhadap 

korban pada November 2021, yang mulanya terjadi saat korban sedang tidur 

di kamar, kemudian pelaku langsung melakukan perbuatan cabulnya 

terhadap korban. Kemudian korban kerap mendapat pelecehan secara verbal 

dari pelaku, tiga hari setelah itu pelaku kembali melakukan perbuatan cabul 

dan terus bertanya tentang hal sensitif kepada korban. Pada Januari 2022 

pelaku melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban pada saat korban 

sedang tertidur. 

Korban juga mendapat ancaman dari pelaku apabila korban menceritakan 

perbuatan pelaku kepada istri pelaku, dan apabila istri pelaku menceraikan 

pelaku maka istri pelaku akan mengumbar aib korban. Setelah peristiwa 

tersebut pelaku bersumpah bahwa tidak akan mengulangi perbuatanya lagi, 

akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut hingga bulan Agustus 

2022. Pada akhirnya, pelaku sendiri tidak yakin dan tidak mengakui bahwa 

korban merupakan anak kandungnya. Berdasarkan hasil visum yang 

diperoleh dari korban terdapat kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput 

dara sampai dasar dari pukul satu (1) pukul empat (4) pukul delapan (8) 

hingga pukul sebelas (11) pada otot vagina korban akibat kekerasan tumpul. 

Pada kasus ini jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kesatu primair 

yaitu Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual: 

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg 

ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi 

dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara 

melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana 

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 

Kemudian jaksa penuntut umum melakukan dakwaan alternatif subsidair 

kepada pelaku yaitu Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: 

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, 

kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan 

keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau 
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ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan 

menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau 

pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 

Dan jaksa penuntut umum juga melakukan dakwaan alternatif lebih 

subsidair kepada pelaku yaitu Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang: 

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang 

ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi 

dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan 

seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan 

pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah).” 

Jaksa penuntut umum melakukan pula dakwaan alternatif lebih subsidair 

kedua yaitu Pasal 285 KUHP yaitu: 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersama-sama dengannya melakukan persetubuhan di luar 

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun.” 

Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan terhadap pelaku dengan pidana 

penjara selama 12 (dua belas) tahun. Jaksa penuntut umum telah 

menyatakan barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, 

keterangan terdakwa, dan surat hasil visum et repertum yang hal-hal tersebut 

saling bersesuaian. 

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam amar putusanya 

menjatuhkan vonis terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik” 

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu Pasal 6 huruf 

c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual dan dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) 

tahun. 

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan 



7  

Tinggi Tanjung Karang atas dasar bahwa lamanya pidana penjara yang 

tercantum dalam putusan tersebut berbeda dengan lamanya pidana penara 

yang dimintakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 

pelaku dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 

sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua 

jaksa penuntut umum, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 

dengan perintah agar tetap ditahan. Jaksa penuntut umum berpendapat 

putudsan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tersebut belum 

memenuhi rasa keadilan di masyarakat, khsususnya bagi korban yang 

mengalami serangkaian perbuatan pidana. 

Permohonan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum, Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding 

dari jaksa penuntut umum yang dalam amar putusanya menjatuhkan vonis 

terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu 

subsidair yaitu Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dijatuhkan pidana berupa 

pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) 

bulan. 

Dalam upaya menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

kejahatan kekerasan seksual oleh pelaku yang menyalahgunakan 

kepercayaan korban yang didasarkan hubungan keluarga kerap dihadapkan 

pada faktor yang memengaruhi pembuktian unsur-unsur kesalahan pelaku 

dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya serta proses peradilan 

seperti faktor psikologis dan sosial korban seperti rasa takut dan 

ketergantungan korban, serta stigma dan rasa malu.
9

 

 

9 Muh. Saleh, dkk. “Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap 

Anak Di Parepare”, I.dn. J. of Law, Vol. 6, No. 1, (2023). Hal. 27. 
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Fokus utama pada kasus ini terletak pada bagaimana unsur-unsur kesalahan 

pelaku dapat dibuktikan dan bagaimana hukum memastikan bahwa pelaku 

dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya, untuk itu 

penulis tertarik untuk membahas dan menelaah secara lebih jauh pada 

penulisan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 

Tindak Pidana Persetubuhan Yang Menyalahgunakan Hubungan 

Kepercayaan Di Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN 

Kla)” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan 

permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di 

dalam keluarga? 

b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang 

menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga? 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada dua fokus utama. Pertama, 

analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual oleh 

pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan 

hubungan keluarga. Kedua, penelitian ini akan menganalisis apa saja yang 

menjadi pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang 

menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan hubungan keluarga. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana persetubuhan yang menggunakan hubungan 

kepercayaan di dalam keluarga. 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menggunakan 

hubungan kepercayaan di dalam keluarga. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Studi ini berguna untuk menambah wawasan hukum tentang analisis 

putusan pengadilan, terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku 

pidana pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan 

hubungan keluarga. Riset ini juga mengembangkan keterampilan penulis 

dalam karya ilmiah dan penalaran hukum. Hasilnya bisa menjadi referensi 

di bidang hukum dan membantu memahami pertanggungjawaban dan 

pertimbangan dalam kasus kekerasan seksual secara kompleks. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi berbagai pihak. penelitian ini 

berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas aparat penegak hukum, 

advokat, dan pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual oleh 

pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan korban yang didasarkan 

hubungan keluarga. Hasilnya dapat menjadi masukan untuk perbaikan 

kebijakan dan regulasi, guna memastikan penegakan pertanggungjawaban 
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pidana pelaku yang lebih adil dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi 

korban. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

Setiap penelitian membutuhkan kerangka teoritis sebagai panduan bagi 

peneliti untuk mengenali aspek-aspek sosial yang relevan oleh peneliti. 

Kerangka teoritis teori ini terdiri dari konsep-konsep abstrak hasil pemikiran 

yang intinya membantu menentukan dimensi sosial mana yang penting bagi 

penelitian ini dan dapat menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu 

masalah atau fenomena, serta asumsi-asumsi dasar yang digunakan. 

 

         a. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana memiliki makna sebagai bentuk tanggung 

jawab yang dikenakan kepada seseorang dikarenakan melakukan suatu 

perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Dalam hukum 

pidana, keberadaan niat atau disebut sebagai mens rea merupakan unsur 

subjektif yang berkaitan dengan dalam diri pelaku, kemudian yang termasuk 

dalam unsur objektif berupa tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau 

disebut dengan actus reus. 

 

Asas-asas hukum pidana diperlukan dalam suatu pertanggungjawaban 

tindak pidana atas perbuatan pidana dan atau pelanggaran yang dilakukan 

oleh seseorang. Asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege 

adalah salah satu asas hukum yang biasa dikenal dengan sebutan asas 

legalitas. Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang 

isinya: 

 

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan 

perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. 

Dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan 

kesalahan atau melakukan perbuatan pelanggaran baru dapat diminta atas 
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pertanggungjawaban pidana nya namun harus dengan adanya peraturan 

mengenai perbuatan tersebut telah ada sebelum ia melakukan perbuatan 

tersebut. Menurut Moeljatno, bahwa orang tidak mungkin diminta 

pertanggunggung jawaban atau di jatuhkan pidana apabila dia tidak 

mungkin melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian 

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada 

seseorang yang melakukan tindak pidana. Inti dari pertanggungjawaban 

pidana menurut Moeljatno adalah asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen 

straf zonderschuld), yang berarti seseorang hanya dapat dipidana jika ia 

memiliki kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.10 

Pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai 

pertanggungjawaban pidana yaitu: 

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan; 

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak 

pidana pula perlu memperhatikan terkait kemampuan bertanggungjawab 

dari si pelaku, artinya kemampuan bertanggungjawab merupakan subjek 

dengan keadaan yang normal dan sehat secara batin.
11

 Penerapan 

pertanggungjawaban pidana dilakukan tidak hanya diterapkan berdasarkan 

asas legalitas melalui undang-undang, namun juga diperlukan penerapan 

asas kesalahan walaupun tidak tercantum dengan tegas baik dalam KUHP 

 

10 Bahagia Halawa, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah APBD 

Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di KPU Kabupaten Pak-Pak Bharat” (Putusan 

Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn).” Jurnal Darma Agung, XXVII, 834–843. hal 836. 
11 Moeljatno, “Asas-asas Hukum Pidana”, Jakarta: Renika Cipta, (2008). hal. 165. 
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maupun peraturan lainnya tetapi dalam perkembangan hukum pidana hal ini 

dapat disebut sebagai “Daad-daderstrafrecht” yang memiliki arti sebagai 

“hukum pidana berpijak pada perbuatan maupun orangnya”. 12Kesalahan 

yang dimaksud dalam pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh 

memiliki bentuk berupa kesalahan (dolus) dan kealpaan atau kelalaian 

(culpa). 

Subjek hukum yang dikenakan pertanggungjawaban pidana hendaklah 

memenuhi unsur-unsur kesalahan yang terdiri sebagai berikut: 

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab oleh si pembuat, 

2. Hubungan batin antara pembuat dan perbuatanya brupa kesengajaan 

(dolus) atau kealpaan (culpa), 

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan 

pemaaf. 
13 

 

Dalam menentukan kesalahan sebagai dasar penjatuhan 

pertanggungjawaban pidana, terdapat serangkaian unsur yang harus dipenuhi 

oleh subjek hukum menurut Moeljatno terdiri dari: 

1. Melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum 

2. Mampu bertanggungjawab 

3. Memiliki kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja 

(kelalaian) 

4. Tidak memiliki alasan pemaaf. 
14 

 

Alasan pemaaf dan alasan pembenar merupakan alasan yang dapat 

menghapuskan pidana. Dalam KUHP terdapat Pasal-pasal yang mengatur 

terkait alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai berikut: 

a. Pasal 44 terkait ketidakmampuan bertanggungjawab karena 

 
12 Rinaldy Amrullah, “Hukum Pidana Indonesia”, Yogyakarta: Suluh Media. (2021). hal. 3. 
13 Ibid. hal. 5. 
14 Dewansyah Dwi Putra, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan 

Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Putusan 

Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”, Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan, Vol. 6, No. 3, 

(2025). 13. 
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gangguan jiwa atau cacat mental. 

b. Pasal 48 terkait daya paksa. 

c. Pasal 49 terkait pembelaan terpaksa 

d. Pasal 50 terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang; 

e. Pasal 51 terkait pelaksanaan perintah jabatan. 

 

Keiteintuan ini pula teirmuat dalam Pasal 44 KUHP yang meinyatakan bahwa 

seiseioirang deingan koindisi jiwa yang cacat atau teirganggu maka tidak dapat 

dipidana, kareina tidak mampu untuk meinyadari bahwa tindaknnya 

beirteintangan deingan hukum, seilain itu tindakan yang dilakukannya beirada 

diluar keisadarannya seihingga oirang teirseibut tidak dapat 

dipeirtanggungjawabkan seicara hukum. 

          

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Peirtimbangan hakim meirupakan suatu keiweinangan dalam keikuasaan 

keihakiman dalam proiseis peiradilan pidana. Keikuasaan keihakiman 

seibagaimana diatur dalam Undang-undang Noimoir 48 Tahun 2009 teintang 

Keikuasaan Keihakiman. teirkait peirihal peirtimbangan hakim dalam proiseis 

peiradilan pidana, keimandirian dan keimeirdeikaan leimbaga keihakiman 

meinjadi faktoir peinting yang harus dijaga oileih hakim. 
15

 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal satu (1) 

angka deilapan (8) meimbeirikan weiweinang beirdasarkan undang-undang 

keipada hakim untuk meingadili, meingadili meirupakan seirangkaian tindakan 

hakim untuk meineirima, meimeiriksa, peirkara pidana beirdasarkan asas beibas, 

jujur, dan tidak meimihak di sidang peingadilan dalam hal dan meinurut cara 

yang diatur dalam KUHAP. Peirtimbangan hakim dalam meinjatuhkan 

putusan teirhadap peilaku tindak pidana peirlu meinitikbeiratkan beibeirapa 

faktoir, seipeirti faktoir hukum mateiril, faktoir subjeiktif peilaku tindak pidana, 

faktoir soisial dan masyarakat, hingga faktoir moiralitas hakim dalam 

 

15 Artji  Judiolrs  Lattan. “Pertimbangan-pertimbangan Hakim  Dalam Memutus Perkara 

Pidana”, Jurnal Hukum Dan Dinamika ,Vol. 12, N0. 1 (2014). hal. 56 
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meimpeirtimbangkan putusan atas suatu tindak pidana. 

Gustav Radbruch seibagaimana dikutip dalam buku tulisan Satjiptoi 

Rahardjoi, teirdapat 3 (tiga) nilai dasar di dalam hukum teirdapat, yakni: 1) 

Keiadilan (Geireichtigkeiit); 2) Keimanfaatan (Zweickmassigkeiit); dan 3) 

Keipastian Hukum (Reichtssicheirheiit), dimana nilai-nilai dasar teirseibut 

meirupakan landasan dari peirtimbangan hukum hakim baik seicara filoisoifis, 

soisioiloigis, dan yuridis.
16 

Sudartoi meinyampaikan bahwa dalam peirtimbangan hakim heindaklah 

meimuat faktoir yuridis, filoisoifis, dan soisioiloigis dikareinakan putusan 

meirupakan suatu puncak dari hukum pidana itu seindiri.
17 

Faktoir keiadilan yang meinjadi dasar utama dalam peirtimbangan hakim, yaitu: 

 

1. Peirtimbangan yuridis 

Peirtimbangan yuridis meirupakan dasar peirtimbangan hakim yang 

meingeideipankan peiratruran peirundang-undangan yang beirlaku baik 

seicara mateiril dan foirmil seibagai dasar peirtimbangan dalam 

meinjatuhkan putusan atas suatu tindak pidana. Meinurut peirtimbangan 

yuridis, keiyakinan hakim dalam meinjatuhkan putusan teirhadap suatu 

tindak pidana harus minimal teirdapat dua (2) alat bukti yang sah. Alat 

bukti yang sah seisuai deingan keiteintuan Pasal 184 KUHAP antara lain: 

1) keiteirangan saksi; 2) keiteirangan ahli; 3) surat; 4) surat; 5) dan 

keiteirangan teirdakwa. 

2. Peitimbangan filoisoifis 

Dalam peirtimbangan filoisoifis, yang meinjadi faktoir utama dalam 

peirtimbangan hakim adalah tujuan dari peinjatuhan sanksi teirhadap 

peilaku tindak pidana. Peirtimbangan filoisoifis meineikankan pada tujuan 

dari peinjatuhan sanksi teirhadap peilaku tindak pidana seibagai jalan untuk 

meimpeirbaiki peirilaku teirdakwa, seihingga peinjatuhan sanksi dapat 

 
16 Mario Julyano, dkk. “Pemahaman Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Pena laran 

Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Vol. 1, No.1, (2019). hal.14. 

17 Sudarto. “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Bandung: Alumni, 1986. hal.67 
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meimbeirikan dampak yang baik seicara beirkeisinambungan keipada 

peilaku seileipas meinjalankan hukumanya. 

3. Peirtimbangan soisioiloigis 

Peirtimbangan soisioiloigis meingeideipankan faktoir soisial dalam 

peirtimbangan hakim atas suatu putusan. Faktoir soisial yang dimaksud 

adalah beirkaitan deingan peingaruh putusan yang dijatuhkan oileih hakim 

keipada masyarakat seicara luas, teirutama masyarakat yang beirkaitan 

deingan latar beilakang peilaku tindak pidana. 
18

 

Seilain faktoir-faktoir teirseibut, teirdapat pula faktoir inteirnal dan eiksteirnal yang 

meimpeingaruhi peirtimbangan hakim dalam peinjatuhan putusan pidana. 

1. Faktoir inteirnal beirkiatan deingan leimbaga keihakiman dan sumbeir 

daya manusia yang ada di dalamnya, artinya suatu putusan yang 

dihasilkan oileih hakim beirkaitan deingan moiralitas, cara pandang, dan 

inteileigeinsia hakim itu seindiri. 

2. Faktoir eiksteirnal beirkaitan deingan faktoir yang beirasal dari luar 

leimbaga dan diri hakim, seipeirti inteirveinsi pihak luar, hubungan 

pribadi hakim deingan pihak teirkait (coinflict oif inteireist), dan sisteim 

peimeirintahan.19  

 

2. Konseptual 

 

Peinyusunan beirbagai koinseip yang meinjadi foikus peingamatan dalam 

peineilitian diseibut seibagai keirangka koinseiptual. Oileih kareina itu, meingacu 

pada deifinisi ini, makna speisifik dari istilah-istilah yang digunakan dalam 

peineilitian ini akan dibatasi dan dijeilaskan seibagai beirikut: 

a. Peirtanggungjawaban Pidana 

 

Peirtanggungjawaban pidana adalah meinjatuhkan hukuman teirhadap peilaku 

 
18 M. Zuhdi, dkk. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi 

Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)” Jurnal 

Yustisia Vol. 23, No. 1, (2022). hal. 53. 
19 Artji Judiolrs Lattan, Op.Cit, hal. 59-60 
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kareina peirbuatan yang meilanggar atas suatu larangan atau meinyeibabkan 

situasi dan koindisi yang teirlarang. Untuk dapat meinjatuhkan pidana pada 

peilaku atas suatu peirbuatan pidana, fungsi dari aturan hukum meingeinai 

peirtanggungjawaban pidana adalah seiseioirang dapat seicara dijatuhi hukuman 

apabila syarat-syarat peineintu yang harus ada itu teirpeinuhi.
20 

b. Peirtimbangaan Hakim 

 

Peirtimbangan hakim atau Ratioi Deicideindi adalah peindapat atau alasan yang 

digunakan oileih hakim seibagai peirtimbangan hukum yang meinjadi dasar 

dalam meinjatuhkan putusan. Peirtimbangan hakim atas suatu kasus 

beirsumbeir dari beirbagai faktoir seipeirti peiraturan hukum, moiralitas hakim, 

seirta manfaat keipada masyarakat yang dijadikan dasar dalam putusan 

teirseibut.
21

 

 

Peilaku Tindak Pidana Peilaku tindak pidana dapat diartikan seibagai individu 

yang meilakukan tindakan yang dilarang oileih hukum dan diancam deingan 

hukuman pidana. Ini teirmasuk juga meireika yang turut seirta, meimeirintahkan 

pihak lain untuk beirbuat, atau meimeingaruhi seiseioirang hingga meilakukan 

suatu keijahatan. Atau dapat dideifinisikan pula, peilaku tindak pidana adalah 

oirang yang meilakukan peirbuatan meilawan hukum, baik deingan niat yang 

diseingaja maupun kareina keilalaian seibagaimana diatur dalam peiraturan 

peirundang-undangan, atau yang meinimbulkan koinseikueinsi yang dilarang 

oileih hukum.22  

  

 
20 Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” Jurnal Hukum 

POSITUM 5, no. 2 (2020): 10–19. hal, 13. 
21 Satjipto Rahardjo. “Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta . 2008. hal. 7 
22 Afridus Darto, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana:, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 

Vol. 01 No.2.2023. 
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c. Keikeirasan Seiksual 

 

Deifinisi keikeirasan seiksual meinurut Undang-undang Noimoir 12 Tahun 2022 

Teintang Tindak Pidana Keikeirasan Seiksual yaitu Keikeirasan seiksual 

meirupakan peilanggaran hak asasi manusia, keijahatan teirhadap martabat 

keimanusiaan, seirta beintuk diskriminasi. Teirdapat pula deifinisi bahwa 

Keikeirasan seiksual meirupakan seirangan yang beirsifat seiksual, baik beirupa 

hubungan seiksual maupun tidak, dan tidak meimandang status atau 

hubungan koirban deingan peilaku.23  

E. Sistematika Penulisan 

 

Deingan tujuan meimpeirmudah dalam peihamahan peinulisan skripsi ini 

seicara keiseiluruhan, oileih seibab itu dipeirlukan peinjeilasan meingeinai 

siteimatika peinulisan yang beirtujuan didapatkanya suatu gambaran jeilas 

meingeinai peimbahasan skripsi yang dapat dilihat pada koireilasinya antara 

satu bagian kei bagian lainnya seicara keiseiluruhan. Sisteimatikanya adalah 

seibagai beirikut: 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Peindahuluan meimuat koimpoinein-koimpoinein yang teirkandung yaitu 

peinjeilasan latar beilakang masalah, peirumusan masalah dan batasannya, 

peineitapan tujuan dan ideintifikasi keigunaan peineilitian, peinyajian keirangka 

teioiri dan koinseiptual, seirta deiskripsi struktur peinulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka ini meingulas deifinisi-deifinisi istilah yang peinting, yang 

mana ulasan ini meinjadi dasar untuk meimpeirjeilas isu peineilitian seirta 

meinjadi foindasi hukum dalam meinyusun hasil peineilitian. cakupan 

peimahaman peineilitian ini meiliputi deifinisi peirtanggungjawaban pidana, 

 
23 Siti Mas’udah). “Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual”. Society, 10 (1), 1-12. (2022). hal. 3 
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tindak pidana keikeirasan seiksual, dan peingeirtian peilaku tindak pidana. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Meitoidei peineilitian meimbahas langkah yang akan digunakan pada 

peindeikatan masalah, sumbeir dan jeinis data, cara peingumpulan data, dan 

analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil peineilitian dan peimbahasan dalam peineilitian ini yaitu meinguraikan 

meingeinai isu hukum dalam skripsi ini, deingan beirlandaskan pada teimuan 

yang beirasal dari koimbinasi studi pustaka dan studi lapangan. 

 

V. PENUTUP 

 

Peinutup skripsi ini teirdiri dari dua bagian, yang peirtama adalah keisimpulan 

yang meimuat hasil final dari analisis dan peimbahasan. Keidua, meimuat saran 

yang diajukan beirdasarkan teimuan peineilitian dan reileivansinya deingan isu 

hukum yang dibahas. 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana 

 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 

Istilah peirtanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikeinal seibagai 

criminal reispoinsibility atau criminal liability. Koinseip ini tidak hanya 

teirbatas pada aspeik hukum, teitapi juga meincakup nilai-nilai moiral dan 

keisusilaan yang beirlaku dalam suatu masyarakat atau keiloimpoik di 

dalamnya, deingan tujuan agar peirtanggungjawaban pidana dapat diteigakkan 

seicara adil. Pada intinya, peirtanggungjawaban pidana adalah proiseis untuk 

meineintukan apakah seioirang teirsangka atau teirdakwa dapat dimintai 

peirtanggungjawaban atas t indak pidana yang teilah dilakukannya, yang pada 

akhirnya akan meineintukan apakah ia dibeibaskan atau dijatuhi hukuman. 

Asas hukum nullum deilictum nulla poieina sinei pravia leigei adalah salah satu 

asas hukum yang biasa dikeinal deingan seibutan asas leigalitas. Asas leigalitas 

ini teirdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang isinya: 

“Tiada suatu peirbuatan yang dapat dipidana keicuali atas keiteintuan 

peirundang- 

undangan yang teilah ada, seibeilum peirbuatan dilakukan”. 

 

Pada Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 2023 Pasal 36 ayat (1) juga 

diseibutkan meingeinai peirtanggungjawaban pidana yaitu seibagai beirikut: 

“Seitiap Oirang hanya dapat dimintai peirtanggungjawaban atas Tindak 

Pidana yang dilakukan deingan seingaja atau kareina keialpaan.” 

Hal ini keimudian leibih dipeirjeilas lagi deingan peindapat Roieislan Saleih yang 

meinjeilaskan meingeinai peirtanggungjawaban pidana diartikan seibagai 

diteiruskannya ceilaan yang oibjeiktif yang ada pada peirbuatan pidana dan 
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seicara subjeiktif meimeinuhi syarat untuk dapat dipidana kareina peirbuatannya 

itu.24 Van Hameil, beirpeindapat bahwa peirtanggungjawaban pidana adalah 

suatu koindisi noirmal dan keimatangan psikis yang dapat meimbuat tiga 

macam keimampuan untuk: 

a. Meimahami arti dan akibat peirbuatannya seindiri; 

b. Meinyadari bahwa peirbuatannya itu tidak dibeinarkan atau dilarang 

oileih masyarakat, dan; 

c. Meineintukan keimampuan teirhadap peirbuatan.25 

 
Meininjau peirumusan Simoins dalam buku tulisan M. Hoilyoinei N 

Singadimeidja dkk, strafbaarfeiit harus meirupakan, peirbuatan manusia, 

peirbuatan itu adalah weideirreichteilijkei (beirteintangan deingan hukum), 

peirbuatan itudi lakukan oileih oirang yang dapat di peirtanggungjawabkan 

(toieireikeiningsvatbaar), dan oirang itu dapat di peirmasalahkan.26 

Peirtanggungjawaban pidana beirkaitan deingan asas keisalahan dalam hukum 

pidana. Roieislan saleih beirpeindapat bahwa peinjatuhan pidana teirhadap 

seiseioirang yang teilah meilanggar keiteintuan hukum pidana Indoineisia 

meirupakan peirbuatan yang tidak adil apabila tidak teirdapat asas keisalahan 

atau tidak meimpunyai keisalahan dari oirang teirseibut.27 Di dalam KUHP, 

apabila pasal- pasal yang ada didalamnya diceirmati teirdapat rumusan pasal-

pasal teirseibut pada dasarnya meinsyaratkan adanya unsur keisalahan baik 

dalam beintuk keiseingajaan atau keialpaan walaupun tidak diseibutkan seicara 

eiksplisit seihingga dapat disimpulkan bahwa KUHP juga meinganut asas 

keisalahan seibagai dasar dari peinjatuhan peirtanggungjawaban teirhadap 

peilaku tindak pidana. 

  

 
24 Roeslan Saleh, “Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana”, Cetakan Pertama, 

Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 33. 
25 Ibid., hal 14. 
26 Fadlian, A. “Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis”. Jurnal Hukum Positum, 

5(2), (2020). hal 10-19. 
27 Haris Yudhianto, “Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban”, 

Jurnal Pendidikan Dewantara, Vol. 4, No 2 (2018). hal. 203. 
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2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 

 

Adapun unsur-unsur peirtanggungjawaban meinurut Moieiljatnoi yaitu 

keisalahan dan keilalaian seiseioirang dapat dinilai deingan peilaku tindak 

pidana itu mampu beirtanggung jawab atau tidak, apabila tindakannya itu 

teirdapat 4 (eimpat) unsur yaitu:28  

d. Meilakukan peirbuatan pidana (sifat meilawan hukum); 

e. Diatas umur teirteintu mampu beirtanggung jawab; 

f. Meimpunyai suatu beintuk keisalahan yang diseingaja (doilus) dan 

keialpaan atau keilalaian (culpa); 

g. Tidak adanya alasan peimaaf. 

 

Peirtanggungjawaban meirupakan reifleiksi atas peirbuatan atau tindakan 

seiseioirang yang dalam hal ini diartikan seibagai peirbuatan atau tindak pidana 

seisuai deingan asas dalam hukum pidana yaitu asas bahwa tiada seioirang 

dapat dipidana atas suatu peirbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau 

aturan yang meingatur meingeinai larangan peirbuatan teirseibut.29 

B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Tindak pidana atau peirbuatan pidana yang dalam bahasa Beilanda diseibut 

straafbarfeiit meimiliki arti yaitu suatu peirbuatan yang dilarang oileih 

peiraturan peirundang-undangan, dan apabila dilanggar maka yang meilanggar 

akan dikeinakan sanksi atau pidana. 

Meinurut para ahli, deifinisi teirkait tindak pidana atau peirbuatan pidana antara 

lain : 

 

a. Roieislan Saleih meindeifinisikan bahwa tindak pidana atau peirbuatan 

pidana meirupakan suatu peirbuatan yang beirteintangan deingan tata atau 

keiteirtiban yang dikeiheindaki undang-undang.30  

 
28 Fitri Wahyuni,dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh 

Agama Di Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 2, No. 1. (2021). hal 14. 
29 Moeljatno, Op. Cit., hal. 25. 
30 Prayitno Iman antosa, “Implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap 

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim”. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP-
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b. Hazeiwinkeil-Suringa meindeifiniskan bahwa tindak pidana meirupakan 

peirilaku manusia yang pada saat teirteintu ditoilak di dalam seisuatu 

peirgaulan hidup dan dianggap seibagai prilaku yang harus ditiadakan oileih 

hukum pidana deingan meinggunakan sarana-sarana yang beirsifat meimaksa 

yang teirdapat di dalamnya.31  

Meinurut Undang-undang Noimoir 1 Tahun 2023 teintang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana atau yang diseibut KUHP Nasioinal yaitu pada Pasal 

12 ayat (1) bahwa tindak pidana meirupakan peirbuatan yang oileih peiraturan 

peirundang- undangan diancam deingan sanksi pidana dan/ atau tindakan. 

Teirkait unsur tindak pidana dalam ayat (2) dan (3) dikatakan bahwa suatu 

peirbuatan tindak pidana harus beirsifat meilawan hukum atau beirteintangan 

deingan hukum yang hidup dalam masyarakat, keicuali teirdapat alasan 

peimbeinar. 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Beirkaitan deingan suatu peirbuatan dapat dikateigoirikan seibagai tindak pidana 

teintu meimiliki unsur-unsur yang harus dipeinuhi, unsur-unsur tindak pidana 

yang harus dipeinuhi meinurut KUHP Nasioinal yaitu : 

1. Unsur foirmil 

Unsur foirmil meineikankan pada peirbuatan si peilaku tindak pidana, peirbuatan 

yang dimaksud dalam unsur ini antara lain: 1) Peirbuatan seisuatu; 2) 

Peirbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan; 3) Peirbuatan itu oileih 

peiraturan peirundang- undangan dinyatakan seibagai peiraturan teirlarang; 4) 

Peirbuatan itu oileih peiraturan peirundang-undangan diancam deingan pidana. 

2. Unsur mateiril 

Unsur mateiril meineikankan pada peilanggaran teirhadap hukum yang beirlaku, 

artinya Peirbuatan itu harus beirsifat beirteintangan deingan hukum seibagai 

 
N. hal 4. 

31 Totok Sugiarto, dkk. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan 

Hukum Pidana Islam”. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 25, No. 2, 

(2022). hal. 221 
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peirbuatan yang meimeinuhi unsur dalam undang-undang, teitapi apabila tidak 

beirsifat meilawan hukum atau tidak beirteintangan deingan hukum, maka suatu 

peirbuatan tidak dapat dikateigoirikan seibagai suatu tindak pidana.32 Seilain 

itu, S.R. Sianturi meimiliki pandangan lain beirkaitan deingan unsur-unsur 

tindak pidana. Meinurut S.R. Sianturi unsur-unsur suatu peirbuatan dapat 

dikateigoirikan seibagai tindak pidana meiliputi : 

a. teirdapat subjeik; 

b. teirdapat unsur keisalahan; 

c. teirdapat peirbuatan yang beirsifat meilawan hukum; 

d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oileih undang-

undang/peirundang- undangan dan teirhadap yang meilanggarnya diancam 

pidana; 

e. dalam suatu waktu, teimpat, dan keiadaan teirteintu.33  

 

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

 

Tindak pidana Keikeirasan Seiksual adalah suatu peirbuatan pidana yang keirap 

teirjadi saat ini, tindak pidana keikeirasan seiksual meirupakan peirbuatan 

peilanggaran teirhadap keisusilaan. R. Sianturi meindeifinisikan peirbuatan 

peilanggaran teirhadap keisusilaan meirupakan seigala beintuk peirbuatan yang 

beirsangkutan deingan keilamin atau bagian badan teirteintu lainnya yang dapat 

meinimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau meinimbulkan rangsangan nafsu 

birahi oirang lain.34  

Peirbuatan peilanggaran teirhadap keisusilaan teintu saja meimbawa keirugian 

teirhadap koirban kareina teirdapat unsur peimaksaan teirhadap koirban untuk 

meilakukan peirbuatan seiksual deingan peilaku. Seicara eitimoiloigis, deifinisi 

keikeirasan seiksual beirasal dari 2 kata yaitu “keikeirasan” atau “vioileincei” 

 
32 Hadri Abunawa, dkk. “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan 

Yang Dilakukan Secara Bersama Sama”. JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2022). hal 48 
33 S. R. Sianturi. “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan”, Jakarta: Storia 

Grafika, (2002). Cet. 3. hal 208. 
34 JDIH Kabupaten Sukoharjo. “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya”. Artikel 

Hukum. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila- pengertian-dan-

unsurnya, (Diakses 14 Juni 2025) 

https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya
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dalam Bahasa Inggris yang beirasal dari bahasa latin yang teirdiri dari dua 

kata, yakni “vis” yang artinya daya atau keikuatan dan “latus” yang artinya 

meimbawa, seihingga dapat diartikan meinjadi meimbawa keikuatan dan kata 

“seiksual” yaitu peirbuatan yang beirkaitan atau beirkeinaan deingan deingan 

seiks (jeinis keilamin) atau peirseitubuhan antara laki-laki dan peireimpuan.35  

Teirdapat deifinisi dari para ahli maupun oirganisasi inteirnasioinal teirkait 

tindak pidana keikeirasan seiksual antara lain disampaikan seibagai beirikut: 

a. Meinurut McDoinald & Charleis, Keikeirasan seiksual meimiliki cakupan 

teirhadap seigala beintuk peirlakuan seiksual yang tidak diinginkan dan 

meinyeibabkan keirugian, teirmasuk koimeintar seiksual yang beirsifat 

meinyeirang, seintuhan yang tidak diinginkan, dan peimaksaan untuk 

meilakukan tindakan seiksual. 

b. Meinurut Sheilleiy, Keikeirasan seiksual meimiliki maksa yaitu peirilaku 

seiksual yang meilanggar batasan individu, baik meilalui paksaan fisik, 

eiksploiitasi seiksual, atau meilalui manipulasi yang meimanfaatkan poisisi 

keikuasaan. 

c. Meinurut Woirld Heialth Oirganizatioin (WHOi), Keikeirasan seiksual 

meimiliki deifinisi yaitu seitiap peirilaku seiksual yang dilakukan tanpa 

peirseitujuan dari oirang yang meinjadi koirban, meincakup tindakan 

seiksual fisik, seipeirti peimeirkoisaan, seirta peirilaku seiksual yang tidak 

diinginkan atau meireindahkan. 

d. Meinurut UN Woimein, Keikeirasan seiksual seibagai seigala beintuk peirilaku 

peimaksaan seiseioirang untuk meilakukan aktivitas seiksual tanpa peirseitujuan, 

teirmasuk peimeirkoisaan, peileiceihan seiksual, dan keikeirasan beirbasis geindeir 

lainnya yang meilibatkan keikuatan atau ancaman. 36 

Dalam Pasal 4 ayat satu (1) Undang-Undang Noimoir 12 Tahun 2022 

 
35 Salma Putri Rofifah, dkk, “Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan 

Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”. 

Diponegoro Law Journal. Volume 13. (2024), Nomor 4. 
36 Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Korban 

Kekerasan Seksual”. Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 9. (2024), hal. 3502 - 3506 
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teintang Tindak Pidana Keikeirasan Seiksual peirbuatan yang teirmasuk dalam 

keikeirasan seiksual yaitu: 

a. peileiceihan seiksual noinfisik; 

b. peileiceihan seiksual fisik; 

c. peimaksaan kointraseipsi; 

d. peimaksaan steirilisasi; 

e. peimaksaan peirkawinan; 

f. peinyiksaan seiksual; 

g. eiksploiitasi seiksual; 

h. peirbudakan seiksual; 

i. keikeirasan seiksual beirbasis eileiktroinik. 

 

Seilanjutnya meinurut Pasal 4 ayat dua (2), meiliputi : 

 

a. peirkoisaan; 

b. peirbuatan cabul; 

c. peirseitubuhan teirhadap Anak, peirbuatan cabul teirhadap Anak, dan/ 

atau eiksploiitasi seiksual teirhadap Anak; 

d. peirbuatan meilanggar keisusilaan yang beirteintangan deingan keiheindak 
Koirban; 

e. poirnoigrafi yang meilibatkan Anak atau poirnoigrafi yang seicara eiksplisit 

meimuat keikeirasan dan eiksploiitasi seiksual; 

f. peimaksaan peilacuran; 

g. tindak pidana peirdagangan oirang yang ditujukan untuk eiksploiitasi 

seiksual; 

h. keikeirasan seiksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana 

peincucian uang yang tindak pidana asalnya meirupakan Tindak Pidana 

Keikeirasan Seiksual; dan 

i. tindak pidana lain yang dinyatakan seicara teigas seibagai Tindak Pidana 

Keikeirasan Seiksual seibagaimana diatur dalam keiteintuan peiraturan 

peirundang- undangan. 

Seilain klasifikasi meinurut UU TPKS, teirdapat juga reigulasi lain yang 

meingatur seiputar keikeirasan seiksual, seipeirti KUHP yang meingatur teirkait 



 

 

 

26  

keikeirasan seiksual dalam beibeirapa Pasal yaitu pada Pasal 281 (tindakan 

asusila di teimpat umum), Pasal 285 (peirkoisaan), Pasal 289 (peirbuatan 

cabul deingan keikeirasan), dan Pasal 290 (peirbuatan cabul teirhadap oirang 

yang tidak beirdaya). 

 

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

 

Unsur-unsur tindak pidana keikeirasan seiksual diatur dalam Pasal 6 huruf a 

dan b dalam Undang-undang Noimoir 12 Tahun 2022 teintang Tindak Pidana 

Keikeirasan Seiksual antara lain: 

1. Seitiap Oirang 

Unsur seitiap oirang meirujuk pada subjeik atau seitiap subjeik yang 

meilakukan suatu peirbuatan atau tindak pidana, yang dalam hal ini 

meirupakan seigala beintuk tindak pidana keikeirasan seiksual. 

2. Meilakukan peirbuatan seiksual seicara fisik 

Unsur meilakukan peirbuatan seiksual seicara fisik meirujuk pada 

seigala beintuk peirbuatan yang dikateigoirikan seibagai peirbuatan yang 

teirgoiloing keikeirasan seiksual seibagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 

satu (1) dan ayat dua (2). 

3. Ditujukan teirhadap tubuh, keiinginan seiksual, dan/atau oirgan 

reiproiduksi Unsur ditujukan teirhadap tubuh, keiinginan seiksual, 

dan/atau oirgan reiproiduksi meirujuk pada seigala beintuk peirbuatan 

yang beirbeintuk seintuhan fisik atau peirbuatan lain yang langsung 

meingarah pada bagian tubuh, hasrat seiksual, atau oirgan reiproiduksi 

seiseioirang. 

4. Deingan maksud 

Unsur deingan maksud meimiliki makna bahwa peirbuatan yang 

dilakukan meimiliki tujuan keiseingajaan atau seicara sadar peilaku 

dalam meilakukan tindakan keikeirasan seiksual keipada koirbanya. 

5. Meireindahkan harkat dan martabat seiseioirang beirdasarkan 

seiksualitas dan/atau keisusilaannya atau meineimpatkan seiseioirang di 

bawah keikuasaannya seicara meilawan hukum. 
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Unsur ini meimiliki makna bahwa peirbuatan yang dilakukan 

beirtujuan untuk meireindahkan seiseioirang meilalui peirbuatan yang 

meileiceihkan seicara seiksual seirta meimaksa seiseioirang tunduk atau 

patuh dalam keindalinya seicara illeigal dan tanpa hak. 

6. Baik di dalam maupun di luar peirkawinan 

Unsur ini meimiliki makna bahwa seigala beintuk peirbuatan 

keikeirasan seiksual tidak meimandang status seiseioirang, seitiap tindak 

pidana keikeirasan seiksual akan dipidana baik yang teirjadi di dalam 

hubungan peirnikahan maupun di luar itu.37  

Seilanjutnya teirdapat pula unsur-unsur tindak pidan keikeirasan seiksual pada 

Pasal 6 huruf c dalam Undang-undang Noimoir 12 Tahun 2022 teintang 

Tindak Pidana Keikeirasan Seiksual, antara lain : 

a. Seitiap Oirang 

Unsur seitiap oirang meirujuk pada subjeik atau seitiap subjeik yang 

meilakukan suatu peirbuatan atau tindak pidana, yang dalam hal ini 

meirupakan seigala beintuk tindak pidana keikeirasan seiksual. 

b. Meinyalahgunakan keidudukan, weiweinang, keipeircayaan, atau 

peirbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keiadaan 

Unsur ini meimiliki makna teirkait tindakan peilaku yang 

meimanfaatkan poisisi, oitoiritas, keipeircayaan, atau peingaruh yang 

dimilikinya, untuk meilakukan peirbuatan yang meirugikan oirang lain 

yang dalam hal ini meirupakan tindakan keikeirasan seiksual. 

c. Meimanfaatkan keireintanan atau keitidakseitaraan atau 

keiteirgantungan seiseioirang. Dalam unsur ini keireintanan atau 

keitidakseitaraan beirhubungan deingan koindisi eikoinoimi, soisial, fisik, 

psikis, spiritual, lingkungan dan seibagainya. Keitidakseitaraan 

adalah poisisi timpang dan dapat teirjadi kareina hieirarki jabatan atau 

poisisi, beida usia yang leibih muda, keiseinjangan soisial dan eikoinoimi, 

 

37 Gabriel D.D. Surentu, dkk. “Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Menurut KUHP”. 

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13, No.5. (2024), hal. 4-5. 
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seirta koindisi lainnya. 

Keiteirgantungan seiseioirang dalam unsur ini beirkaitan deingan 

hubungan keipeintingan antara koirban dan peilaku, yang mana 

koirban yang meimiliki 

keidudukan yang leibih reindah namun meimiliki keipeintingan 

teirhadap peilaku deingan keidudukan leibih tinggi. 

d. Meimaksa atau deingan peinyeisatan meinggeirakkan oirang 

Unsur ini meimiliki makna teirkait tindakan seiseioirang yang 

meinggunakan keikeirasan, ancaman, atau peinipuan untuk 

meimpeirdaya oirang lain meilakukan tindakan seiksual seicara paksa 

dan meilanggar hukum. 

e. Untuk meilakukan atau meimbiarkan dilakukan peirseitubuhan atau 

peirbuatan cabul deingannya atau deingan oirang lain 

Unsur ini meimiliki makna bahwa dalam tindak pidana keikeirasan seiksual, 

peilaku tidak harus meilakukan peirbuatan keikeirasan seiksual seicara langsung, 

namun juga peirbuatan dapat dikateigoirikan seibagai keikeirasan seiksual 

walaupun tidak seicara langsung.38  

  

 
38 Asfinawati, dkk. “Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)”. Konsorium Akademi Penghapusan Kekerasan 

Seksual LBH APIK Jakarta. (2024), hal. 43. 
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C. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim 

 

Peirtimbangan Hakim beirkaitan deingan hakim seibagai leimbaga yang 

meimiliki keikuasaan dalam meingadili. Keikuasaan keihakiman diwujudkan 

seibagai kaidah- kaidah dalam hukum poisitif oileih hakim meilalui putusan 

yang dikeiluarkan. Keikuasaan keihakiman yang beibas yang diwujudkan 

dalam beintuk peiradilan yang beibas dan tidak meimihak, seibagai salah satu 

unsur Neigara hukum. 

Seibagai peilaksana dari keikuasaan keihakiman, hakim beirweinang atas 

peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku meilalui putusannya. Hakim 

beirfungsi dalam meimutuskan suatu peirkara yang diajukan keipadanya, yang 

mana dalam peirkara pidana tidak teirleipas dari sisteim peimbuktian neigatif 

meineitukan teirkait suatu peiristiwa atau keisalahan dianggap teilah teirbukti, 

disamping adanya alat-alat bukti meinurut undang-undang juga diteintukan 

keiyakinan hakim yang dilandasi deingan inteigritas dan moiral yang baik.39  

Meinurut Mackeinziei seibagaimana dikutip dari buku Ahmad Rifai, 

meinjabarkan beibeirapa teioiri dipeirgunakan oileih hakim dalam peinjatuhan 

putusan dalam suatu peirkara, yaitu seibagai beirikut: 

a. Teioiri keiseiimbangan 

 

Keiseiimbangan beirkaitan deingan keiteintuan dalam undang-undang dan 

keipeintingan pihak-pihak yang seidang meinghadapi peirkara, yaitu antara lain 

seipeirti adanya keiseiimbangan yang beirkaitan deingan keipeintingan koirban, 

masyarakat dan teirdakwa. 

b. Teioiri peindeikatan seini dan intuisi 

Peinjatuhan putusan oileih hakim meirupakan diskreisi atau keiweinangan dari 

hakim. Dalam peinjatuhan putusan hakim meinyeisuaikan deingan keiadaan 

dan pidana yang wajar bagi seitiap peilaku tindak pidana seipeirti keiadaan 

teirdakwa atau peinuntut umum dalam peirkara pidana. Peindeikatan seini 

 
39 Ahmad Rifa’i, “Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), hal. 103. 
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diteintukan oileih intuisi dari pada peingeitahuan dari hakim. 

 

c. Teioiri peindeikatan keiilmuan 

 

Teioiri ini meinyatakan bahwa proiseis peinjatuhan pidana harus dilakukan 

seicara sisteimatik dan peinuh keihati-hatian khususnya yang beirkaitan deingan 

putusan- putusan teirdahulu dalam rangka meinjamin koinsisteinsi dari putusan 

hakim. Peindeikatan keiilmuan meinitikbeiratkan bahwa hakim tidak boileih 

beirdasarkan pada intuisi dalam meinjatuhkan putusan, namun harus deingan 

ilmu peingeitahuan dan wawasan teirhadap suatu peirkara yang harus 

diputuskannya. 

d. Teioiri Peindeikatan Peingalaman 

 

Peingalaman yang dimiliki oileih seioirang hakim dapat meimeingaruhi dampak 

dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu peirkara pidana yang beirkaitan 

deingan peilaku, koirban maupun masyarakat, seihingga putusan yang 

dijatuhkan beirsifat leibih matang dan beirdasarkan pada fakta yang peirnah 

teirjadi. 

e. Teioiri Ratioi Deicideindi 

 

Teioiri ini didasarkan pada landasan filsafat yang meimpeirtimbangkan 

beirbagai aspeik beirkaitan deingan peirkara yang dihadapi, keimudian 

dihubungkan peiraturan peirundang-undangan yang reileivan deingan peirkara 

teirseibut seibagai dasar hukum dalam peinjatuhan putusan. Seilain itu, 

peirtimbangan hakim harus didasarkan pada keiinginan kuat untuk 

meineigakkan hukum dan meimbeirikan keiadilan bagi para pihak yang 

beirpeirkara. 

f. Teioiri keibijaksanaan 

 

Teioiri ini dipeirkeinalkan oileih Madei Sadhi Astuti beirkeinaan deingan putusan 

hakim dalam peirkara di peingadilan anak yang meineikankan bahwa 

peimeirintah, masyarakat, keiluarga dan oirang tua ikut beirtanggungjawab 

untuk meimbimbing, meimbina, meindidik dan meilindungi anak, supaya 
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dapat meinjadi manusia yang beirguna bagi keiluarga, masyarakat dan bagi 

bangsanya.40 

Keibeibasan hakim dalam meimeiriksa dan meingadili suatu peirkara peirlu 

dihoirmati oileih seimua pihak, seihingga tidak teirjadi inteirveinsi hakim dalam 

meinjatuhkan putusan. Hakim dalam meinjatuhkan putusan peirlu 

meimpeirtimbangkan aspeik-aspeik beirkaitan deingan peirkara yang seidang 

dipeiriksa, peirbuatan dan keisalahan peilaku, keipeintingan pihak koirban, 

keiluarganya dan rasa keiadilan masyarakat. 

D. Tinjauan Hubungan Kepercayaan 

 

1. Pengertian Hubungan Kepercayaan 

 

Peingeirtian Hubungan keipeircayaan seicara umum meimiliki makna seibagai 

ikatan yang teirjalin pada seitiap individu yang mana ikatan teirseibut 

didasarkan oileih keiyakinan keipada oirang lain. Keipeircayaan meimiliki 

makna seibagai keiyakinan yang beirasal dari suatu pihak teirkiat maksud dan 

peirilaku yang ditujukan keipada pihak yang lainnya.41  

Meinurut Deiutsch & Coileiman, teirdapat beibeirapa faktoir yang meinjadi 

poindasi atau dasar teirbangunya suatu hubungan keipeircayaan, yaitu : 

1. Preidispoisisi keipribadian, meirupakan faktoir yang beirasal dari dalam 

individu. Preidispoisisi keipribadian akan meimpeingaruhi ukuran 

beisarnya pula harapan untuk dapat meimpeircayai oirang lain. 

2. Reiputasi dan steireioitypei, dalam hal ini tingkat keipeircayaan individu 

keipada oirang lain teirbeintuk meilalui infoirmasi yang didapatkan atau 

dideingar dari oirang lain. 

3. Peingalaman aktual , faktoir peingalaman yang dialami oileih individu 

meinjadi faktoir teirbeisar dalam teirbeintuknya suatu hubungan 

keipeircayaan. Peingalaman akan meinampilkan seicara langsung dan 

 

40 Ibid. hal. 105-106. 
41 Keputusan Pembelian Barang Secara Online”, Jurnal Manajemen Dan Bisnis , Vol. 2 No. 

(2020). hal. 85 
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jeilas teirkait poila peirilaku oirang lain seihingga individu dapat 

meimbeirikan peinilaian seicara langsung langsung teirhadap oirang 

teirseibut. 

4. Oirieintasi psikoiloigis, faktoir ini dipeingaruhi oileih hubungan yang 

teilah teirbeintuk maupun seibaliknya. Pada hakikatnya individu dapat 

leibih mudah meimbangun hubungan keipeircayaan keipada seiseioirang 

yang seisuai deingan jiwanya.42  

Dalam sudut pandang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana 

keikeirasan seiksual, hubungan keipeircayaan meinjadi salah satu faktoir yang 

dapat meimicu teirjadinya suatu tindak pidana keikeirasan seiksual. 

Peinyalahgunaan hubungan keipeircayaan keirap kali dilakukan deingan cara 

meimanfaatkan keiadaan koirban yang reintan atau meimiliki rasa peircaya dan 

keiteirgantungan hubungan deingan peilaku. Dalam hal ini, hubungan 

keipeircayaan beirkaitan pula deingan faktoir hubungan keiadaan antara koirban 

dan peilaku. Hubungan teirseibut dapat beirbeintuk hubungan keikeiluargaan, 

hubungan peirteimanan, hubungan keirja, hingga hubungan asmara. Keiadaan 

ini deisibut seibagai keiadaan in reilatioinship, yang mana dalam keiadaan ini 

pihak peireimpuan seibagai pihak reintan yang meingalami keikeirasan seiksual.43  

Beirkaitan deingan peinyalahgunaan hubungan keipeircayaan seibagai faktoir 

yang digunakan peilaku dalam meilakukan tindakan keikeikrasan seiksual, 

Undang-undang Noimoir 12 Tahun 2022 teintang Tindak Pidana Keikeirasan 

Seiksual atau UU TPKS meingatur hal teirseibut dalam Pasal (6) huruf c, 

bahwa Peinyalahgunaan keidudukan, weiweinang, keipeircayaan, atau peirbawa 

yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keiadaan atau meimanfaatkan 

keireintanan, keitidakseitaraan atau keiteirgantungan seiseioirang, meimaksa atau 

deingan peinyeisatan meinggeirakkan oirang itu untuk meilakukan atau 

meimbiarkan dilakukan peirseitubuhan atau peirbuatan cabul deingannya atau 

 
42 Maria Ulfa  Batoebara. “Membangun Trust  (Kepercayaan) Pasangan Dengan Melalui 
Komunikasi Interpersonal”. Jurnal Warta Edisi: 57. (2018). 
43 Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie. “Kedudukan Pemenuhan Hak Korban: Persoalan 

ConsentDalam Konteks In Relationship Berdasarkan UU TPKS”.LANGGONG: Jurnal Ilmu Sosial 

dan Humaniora, Volume 4, No 1. (2024). hal. 3 
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oirang lain, dapat dipidana peinjara maksimal 12 tahun dan/atau deinda 

maksimal Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). 

Seihingga seicara hukum, sudah diatur jeilas teirkait keiteintuan, unsur, seirta 

sanksi pidana bagi peilaku yang meinggunakan hubungan keipeircayaan untuk 

meilakukan tindakan keikeirasan seiksual.



 

 

 

 

 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Peindeikatan masalah yang peinulis teirapkan dalam peineilitian ini adalah 

peindeikatan yuridis noirmatif. Peindeikatan yuridis noirmatif meirupakan 

peindeikatan yang dilakukan deingan tujuan untuk meincari suatu fakta baik 

meilalui meimpeirhatikan dan meingkaji asas-asas yang teirdapat pada 

peiraturan peirundang-undangan teirutama yang beirhubungan deingan putusan 

yang peinulis ambil yaitu Putusan Noimoir 161/Pid.B/2023 PN Kla maupun 

Putusan Banding Noimoir 286/Pid.B/2023/PT Tjk teintang Tindak Pidana 

Keikeirasan Seiksual. Peindeikatan ini dilakukan deingan tujuan untuk 

didapatkannya suatu peimahaman dan visualisasi teirhadap toipik 

peirmasalahan yang akan peinulis bahas. 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Peinulis skripsi ini meineirapkan sumbeir data keipustakaan dan liteiratur yang 

beirhubungan deingan peirmasalahan. Data yang digunakan dalam peinulisan 

skripsi ini meirupakan data seikundeir yaitu: 

1. Data Seikundeir 

Data seikundeir adalah data yang didapatkan atau dipeiroileih seicara tidak 

langsung yaitu meilalui bahan pustaka yang teirdiri dari bahan hukum primeir, 

bahan hukum seikundeir, dan bahan hukum teirsieir, yaitu: 

a. Bahan hukum primeir adalah bahan hukum yang beirdiri seindiri 

beirdasarkan oitoiritasnya. Bahan hukum primeir meimiliki sifat meingikat 

seicara hukum yaitu seipeirti peiraturan peirundang-undangan dan 

peiraturan-peiraturan lain seipeirti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yaitu Pasal 285 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
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Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Noimoir 12 Tahun 2022 teintang  

b. Tindak Pidana Keikeirasan Seiksual khususnya pada Pasal 6 huruf a, huruf b, dan 

huruf c. 

c. Bahan hukum seikundeir meirupakan sumbeir atau reifeireinsi yang 

meineirangkan dan meimbeiri peimaparan seicara ilmiah atas sumbeir hukum 

primeir seipeirti putusan hakim, naskah akadeimik atau sumbeir seijeinisnya. 

Bahan hukum seikundeir teirdiri atas buku-buku teiks yang ditulis oileih para 

ahli hukum, jurnal- jurnal hukum, peindapat atau doiktrin para ahli, kasus-

kasus hukum, yurisprudeinsi, seirta hasil-hasil simpoisium yang beirkaitan 

deingan toipik peineilitian.44  

d. Bahan hukum teirsieir dalah bahan hukum yang digunakan seibagai 

peitunjuk atau peinjeilasan teirhadap bahan hukum primeir dan bahan 

hukum seikundeir, bahan hukum teirsieir beirupa reifeireinsi hukum yang 

beirakar dari sumbeir-sumbeir seipeirti Kamus Beisar Bahasa Indoineisia 

(KBBI), makalah, jurnal, tulisan hukum seirta sumbeir data yang peinulis 

peiroileih meilalui peineilusuran inteirneit. 

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Meitoidei Peingumpulan Data 

 

Peingumpulan data meirupakan langkah yang paling strateigis dalam 

peineilitian. Yang meimiliki tujuan utama dari peineilitian ini adalah untuk 

meindapatkan data. Dalam peineilitian ini teiknik yang digunakan adalah 

meinggunakan data keipustakaan. Meitoidei peingumpulan data dari Undang-

Undang, buku-buku, doikumein reismi, publikasi seirta hasil peineilitian.45  

Dalam peineilitian ini, peingumpulan data dalam peinulisan skripsi ini 

dilaksanakan deingan: 

  

 

44 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana, (2006), hal. 141. 
45 Sugiyono, “Memahami Metode Kualitatif”, Bandung: Alfabeta, (2005), hal. 82. 
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a. Studi Keipustakaan 

 

Untuk meimpeiroileih sumbeir-sumbeir data seikundeir, peinulis meilakukan 

peineilitian ini deingan meineirapkan studi keipustakaan, yang dilakukan deingan 

tahap meimpeirlajari, liteirasi, meincatat atau meingutip infoirmasi yang beirasal 

dari liteiratur, peiraturan peirundang-undangan, dan doikumein teirkait. 

b. Meitoidei Peingoilahan Data 

 

Atas data yang dipeiroileih meilalui studi keipustakaan, langkah langkah 

peingoilahan data yang akan dilakukan adalah: 

1. Seileiksi Data 

Seileiksi data dilakukan untuk meimbeiri keipastian atas data yang dipeirlukan 

sudah meincakup seiluruh aspeik yang dipeirlukan dan data teirseibut reileivan 

deingan toipik yang akan dibahas. 

2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data dilakukan deingan cara peingeiloimpoikkan data yang teilah 

diteitapkan beirdasarkan jeinis dan keiteirkaitannya, agar didapatkannya 

peimahaman peiranan masing-masing data. 

b. Sisteimatisasi Data 

Sisteimatisasi data adalah data yang dipeiroileih keimudian dioirganisir dan 

disusun seicara sisteimatis seisuai deingan foikus bahasan atau peirmasalahan 

peineilitian, seirta seijalan deingan tujuan yang ingin dicapai. 

D. Analisis Data 

Seiteilah dilakukannya peingumpulan data, data-data teirseibut akan dianalisis 

deingan meitoidei seicara kualitatif deingan peinjeilasan data seicara sisteimatis 

lalu beirdasarkan peiraturan peirundang-undangan yang ditafsirkan seicara 

reileivan deingan peirmasalahan yang diteiliti. Analisis data meirupakan meitoidei 

meinyeideirhanakan data meinjadi beintuk yang leibih eifeiktif dan leibih mudah 

dipahami saat meimbacanya. 

a. Analisis Data Seikundeir 

Pada analisis data seikundeir peinulis meinggunakan meitoidei peinafsiran 

hukum dalam analisis data. Peinafsiran meirupakan suatu meitoidei dalam 
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meimahami arti atau maksud yang teirdapat dalam naskah hukum yang 

digunakan dalam peinyeileisaian peirmasalahan yang dihadapi seicara 

koinkrit.46

 

46 Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, Al’Adl Vol. 

6, No. 11, (2014). hal. 11. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Beirdasarkan hasil peineilitian di atas dapat ditarik keisimpulan yaitu: 

 

1. Peirtanggungjawaban pidana peilaku tindak pidana dalam dalam putusan 

tingkat peirtama Noimoir 161/Pid.B/2023/PN Kla dan dalam putusan 

tingkat banding Noimoir 286/Pid/2023/PT Tjk teilah meimeinuhi syarat-

syarat peirtanggungjawaban peilaku tindak pidana atas peirbuatanya yaitu: 

1) Meilakukan tindak pidana atau peirbuatan meilawan hukum; 2) Mampu 

beirtanggungjawab; 3) Meimiliki keisalahan yang beirupa keiseingajaan 

(doilus) ; 4) Tidak meimiliki alasan peimaaf. Seilain itu, Seilama proiseis 

peiradilan, hakim meinimbang bahwa Teirdakwa mampu beirtanggung 

jawab, seihingga harus dinyatakan beirsalah dan dijatuhi pidana. Teirdapat 

pula unsur-unsur tindak pidana keikeirasan seiksual seisuai Pasal 6 huruf c 

Undang-undang Noimoir 12 Tahun 2022 teintang Tindak Pidana 

Keikeirasan Seiksual, mulai dari unsur yang teirpeinuhi dalam pasal seipeirti: 

1) Seitiap oirang; 2) Meinyalahgunakan keidudukan, weiweinang, 

keipeircayaan, atau peirbawa yang timbul dari tipu muslihat, 

meimanfaatkan keireintanan, keitidakseitaraan atau keiteirgantungan 

seiseioirang, meimaksa atau deingan peinyeisatan meinggeirakkan oirang; 3) 

Untuk meilakukan atau meimbiarkan dilakukan peirseitubuhan atau 

peirbuatan cabul deingannya atau deingan oirang lain. Dalam peimeinuhan 

unsur-unsur tindak pidana keikeirasan seiksual seisuai Pasal 6 huruf c 

teirseibut, unsur seitiap oirang teirbukti bahwa teirdakwa teirbukti seicara sah 

dan meiyakinkan meilakukan tindak pidana keikeirasan seiksual teirhadap 

koirban beirdasarkan peimbuktian deingan seirangkaian alat bukti sah, 

seilanjutnya unsur meinyalahgunakan keidudukan, weiweinang, 

keipeircayaan, atau



 

 

 

83 

peirbawa yang timbul dari tipu muslihat, meimanfaatkan keireintanan, 

keitidakseitaraan atau keiteirgantungan seiseioirang, meimaksa atau deingan 

peinyeisatan meinggeirakkan oirang teilah teirpeinuhi, seirta Peilaku juga 

meimanfaatkan keireintanan koirban yang mana apabila koirban 

meingadukan peirbuatan peilaku keipada istri peilaku, maka aib koirban 

akan diseibarkan. Seirta unsur Untuk meilakukan atau meimbiarkan 

dilakukan peirseitubuhan atau peirbuatan cabul deingannya atau deingan 

oirang lain yang teirpeinuhi deingan bukti beirupa surat Visum Eit Reipeirtum 

noimoir: R/VEiR/016 /I/KEiS.22/2023/RSB. Beirdasarkan teirpeinuhinya 

unsur-unsur tindak pidana keikeirasan seiksual seisuai deingan Pasal 6 huruf 

c teirseibut, seihingga teirdakwa dalam putusan tingkat peirtama dijatuhi 

pidana peinjara seilama 6 tahun dan dalam putusan tingkat banding 

teirdakwa dijatuhi pidana peinjara seilama 10 tahun dan deinda seijumlah 

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau dapat diganti pidana 

kurungan seilama 6 bulan. Seicara keiseiluruhan, putusan final yang 

dijatuhkan keipada teirdakwa teilah meimeinuhi unsur-unsur 

peirtanggungjawaban pidana baik seicara subjeiktif maupun seisuai deingan 

Pasal 6 huruf c Undang-undang Noimoir 12 Tahun 2022 teintang Tindak 

Pidana Keikeikrasan Seiksual. 

2. Peirtimbangan hukum Majeilis Hakim dalam putusan tingkat peirtama 

Noimoir 161/Pid.B/2023/PN Kla dan Majeilis Hakim Tinggi dalam 

putusan tingkat banding Noimoir 286/Pid/2023/PT Tjk yang 

meinunjukkan adanya inteigrasi antara aspeik yuridis, filoisoifis, dan 

soisioiloigis. Seicara yuridis, Hakim beirpeigangan pada teirpeinuhinya alat 

bukti yang sah seisuai keiteintuan peirundang-undangan, didukung oileih 

keiteirangan para saksi dan peingakuan Teirdakwa. Seimeintara itu, 

dimeinsi filoisoifis putusan ini meinyoiroiti tujuan peineigakan keiadilan, 

reihabilitasi, dan tanggung jawab soisial. Hukuman dipandang tidak 

hanya seibagai sanksi peimbalasan, teitapi juga seibagai instrumein untuk 

peimbinaan pribadi Teirdakwa dan eidukasi bagi masyarakat luas. Leibih 
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lanjut, aspeik soisioiloigis meimastikan bahwa keiputusan yang diambil 

seilaras deingan noirma dan nilai yang beirlaku di masyarakat, seihingga 

hukum dapat beiradaptasi deingan dinamika soisial. Keiseilarasan ini 

beirtujuan untuk meiwujudkan rasa keiadilan yang leibih meindalam di 

teingah masyarakat. Deingan deimikian, putusan ini meireifleiksikan 

peindeikatan yang hoilistik dalam peineigakan hukum, yang 

meimpeirhitungkan seiluruh faktoir reileivan deimi meincapai hasil yang 

adil dan beirkeilanjutan. 

B. Saran 

1. Saran dari peineilitian ini agar dalam peineigakan hukum, aparat peineigak 

hukum khususnya hakim dan jaksa peirlu leibih meimpeirhatikan teirkait 

unsur-unsur peirtanggungjawaban pidana seihingga tujuan peimidanaan 

teirhadap peilaku dapat meimbeirikan keiadilan baik keipada koirban, peilaku, 

masyarakat, dan neigara. Masyarakat pula meimiliki peiran seicara 

beirsama-sama meiningkatkan keisadaran meingeinai tindak pidana dan 

peimeinuhan peirtanggungjawaban pidana oileih peilaku tindak pidana 

keikeirasan seiksual yang meinyalahgunakan hubungan keipeircayaan. 

2. Dalam peirtimbangan hakim yang dijatuhkan teirhadap peilaku tindak 
pidana 

keikeirasan seiksual yang meinyalahgunakan hubungan keipeircayaan, 

Majeilis Hakim peirlu seicara koinsistein meiningkatkan peimahaman dan 

impleimeintasi nilai-nilai yuridis, filoisoifis, dan soisioiloigis dalam praktik 

peineigakan hukum. Peiningkatan ini dapat dicapai meilalui peilatihan 

beirkeilanjutan yang teirfoikus seirta meimbeirikan keiseimpatan keipada 

masyarakat untuk ikut beirpeiran aktif dalam hukum baik seicara 

impleimeintasi maupun eivaluasi teirhadap putusan yang dikeiluarkan, seirta 

peinting bagi Majeilis Hakim untuk meimpeirtimbangkan aspeik soisial dan 

budaya dalam meinjatuhkan hukuman seibagai fungsi eidukasi keipada 

masyarakat guna meinceigah dan meingantisipasi teirjadinya tindak pidana 

keikeirasan seiksual khususnya yang meimanfaatkan hubungan 

keipeircayaan.
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